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pembubaran PNI. «{Partai .- Nasional -Indonesia) - setelah = dipenjarakannya

Soekarno .~ melahirkan dua partai baru, Partai. Indonesia {Partindo); dan -
Pendidikan-Nasional - Indonesia- (PN1-Baru). 2. Apa yang dialami goiongan _
Islam tidak jauh berbeda. Pada tingkat perbedaan pendapat kalangan Islam e
bertikai mengenai kooperasi dan nonkooperasi antara Penyadar dan Partaz_ '

Serikat dslam Indonesia (PSII) pada tahun 1936, antara PSI-Abikusno dan
PSII Kartosuwirjo:pada:tahun:1939, antara Permi di satu:pibak dan Persatuaz.

Islam (Persis) serta-PSII di lain: ‘pihak;-dan malah: antara Muhammadiyah' dan': L
Nahdlami Ulama; (NU) mengenai-soal-soal khilafivah.?. Konflik dalam dfubub .

PSII tampaknya begitu hebai sehingga Maswadi Rauf, misalnya, mengidentl-.' _
fikasi bahwa sampai- akhir 1930—an saJa P51 mengaiaml empat kali perpecahn \ -
anbesar"’..;..g- s et : :

eiah Indonesia merdeka, corak konﬂak pun makm beragam Konfhk
tidak lagl hanya terjadl secara mtemal sepern vang terhhat dalam tubuh Partéi
Majehs Syuro ‘Muslimin Indonesia (Masyuml) yang mengakxbatkan keiuarnya ;
PSIF pada tahun 1947 dan NU pada tahun 1952.% Konflik j juga berkembang
ant a_partal yang satu dan yang | iam Perbedaan pandangan antara Masyulm

Be'rb’ed& "dengan kedua kurun‘waktu sebeiu’mﬂya,- periode Demokrasi Ter-
pimpin cenderung mematikan perbedaan pendapat intern maupuin antar pars
tai, tetapi persaingan berpusat antara militer, khususnya Angkatan Darat damn
Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sama-sama berupaya merebut hati
Soekarno. Ketika periode ini berakhir, konflik kembali menghmggapl kehi-

:#Lihat; -John Ingleson, Jalan ke Pengosingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun
1927 1934 {Jakarta: LP3ES, 1983), khususaya bab VI, hal. 158-195.-

3Ls§1at Deliar Noer, ”Is!am dan Pohtik ci: Indonesna,"_ dafam Pnsma, No 8 (Aguszus 1979),"'
hali4. " *

» _‘Maswadi Rauf, *’Partai Ser:kat Islam Indonesm 1965 1970,” Skrlpm Sarjana FIS Ui 197I :
Tentang PSII E!hat _)uga, Deilar Noer, Gerakarz Moderen Isfam dt Indonesm 1900 1942 (Jakarta

L?SES, 1980)..

SMenurut Maswadi Rauf P31 tidak pcrnah ke iuar dari Masyumi kamna seCara orgamsatons-
memang tidak perﬂah masuk ke dajamnya Hal ini berbeda, mxsalnya, dengan Herbert Feith yang
mehhaz PSII ke luar karena penentangannya ierhadap kepem:mpman M. I‘*iatsxr Lthat Maswad;a
Rauf, "Partai Serikat Islam Indonesua,” dan Feith, The Decline of Constttwwnal Demacracy m'
Indongsia (lthaca, New York CorneIl Umversxty Press, 1962), hal 139 - )

@ al. 233-236.
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-{vzoient) mmaupun:dalam 2’ kadar rendah’’:vang tidak menggunakan kekerasan
(nonwolenr) 1z Pengertian: konflik- yang. dicakup.dalam tulisan-ini adalah
perbedaan dan pertentangan yang masih dalam kadar rendah. Sebagal perbe-_ '
daan dan perteutangan secara umum konflik tentu bisa: bersumber dari- apa_
_saja yang memperhedakau seseorang atan sekelompok orang dari seseorang
-atau keiompok orang lamnya dalam suatiikatan di mana mereka berada ber- -
sama. o o o 4 _ .

Menurut Marck dan Snyder, perpecahan atau konﬂxk blsa tlmbul dari
keiangkaan pOSlSl dan sumber-sumber- fresources).- Makin -sedikit posisi atan -
snmb_er.,yang.."dapat_dir_a1h..s_euap__ anggota atau: kelompok dalam organisasi,
makiri tajam ‘pula konflik dan. persaingan di antara mereka untuk merebut
posisidan sumber:itu. Selanjutnya-dikatakan: ’Di dalam hirarki sosial mana
pun: hanya ada sejumlah terbatas posisi kekvasaan yang nyata dap tidak Iebm
dari: seseorang yang dapat menduduki:masing-masingnya. Sama dengan ity
hanya:ada beberapa contoh unit sosial di mana penyediaan kebutuhan begitu
hebatnya: ssehingga: semua-pihak bisa memuaskan keinginannya. 1214 Dengan
kata lain; jika posisi dan sumber yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah
orahg-orang yang-ingin ‘menempati posisi dan meraih sumber -itu maka
kemungkman berkembangnya spatu: konflik besar sekali.

.-;Sementara itu.-David ~S_chwaf-tz. mengatakan : ‘bahw_a. ‘kounflik.juga-bisa
disebabkan oleh alienasi politik. Menurut Schwartz, alienasi politik akan
dialami oleh seseorang atau sekelompok orang ketika menvadari bahwa nilai-
nilai yang dianut sistem politikmaupun pemerintah berbeda dan bertentangan
dengan nilai-nilai politik mereka.!’ Apa yang dimaksud Schwartz:tampaknya
adalah:bahwa persepsi: yang berbeda tentang perubahan polmk bisa menjadl
salah satu sumber konfilk : - Pt e

'-Sumber konﬂik -lain yvang dapat timbul dan berkembang .dalam suatu
orgamsam sepertx partal adalah ideclogi pohtik Menurut Maurice Duverger, 16-.

’zAntara lain, hhat Albert F Eldrsdge, Images of Conﬂ:ct (New York: St Martm 5 Prsss,
1979), hai 2 Bandmgkan Alﬁan, Pem;luran dan Perubahan Pohtrk Indonesm, hal. 59«60

ﬁMarck dan Snyder sebagalmana dikutip Deams C. Pirages, Srabu'rms Folitik dan, Pengelolaﬁ
an Konﬂxk (Jakarta: FIS-UL, 1982), hal. 7.

e rbid,
138chwartz seperti dikutip Eldridge, fmages of Conflict, hal. 114,

H0aurice Duverger, Sosiofogi Politik, terjemahan Daniel Dhakidae (Jukarta: CV Rajawali,
102N . hal 8  Pormdirabom Do b v etodmmmomi . ms . mt o T oFenrn Loy ooty ce rm s d o A ifom odomrran PV TE g e ™ % &






jaksanaan partaz tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan. kepen- .
tmgaa ‘lmums agaknya bzsa dlkelompokkan dalam-kategori ini.: Sedangkau..
txpe kcﬂﬂik ketiga : muncuI bilavyang dipersengketakan itu:masalah 1cieolc>g1
seperti misalnya mengenai dasar negara. Konflik dalam-tubuh PPP dan’ PDI
tampaknya berklsar ch seputar tzpe konfhk yang pertama dan kedua 31ka_ :

rangka ciasar untuk memahaml arah penataan kehldupan pohnk yang d;laku
kan pemerintah dalam dua dasawarsa terakhir. Restrukturisasi kehidupan po-

litik dianggap sebagai tuntutan yang amat logis dan wajar untuk menjaga dan

mempertahankan stabilitas.!? Dalam konteks i pembaruan kehzdupan ke~ .
menjamin berlangsungnya perbaikan kehxdupan ekonoxm pada dasarnya me-
rupakan pembenaran wor!dv:ew semacam m;t . :

Karenanya tempat partai dalam sistem polmk nasional yang seharnsnya
‘ akan mstztnsx ya menge_mban fungSI fung51 partisipasi dan komum—
kasi, polltik arukulam dan agregasi. kepentmgan, sosialisasi. pohnk pembuat—

an kebijaksanaan, rekrutmen politik,-dan. sarana- pengatur konflik sebagai-
mana umumnya dikenal di Barat,”! berubah terutama menjadi partner
pemerintah’’ dalam tatanan politik yang tengah d1bangun QOleh karenanya
partat adaia%a saiah satu ”modai dasar pembangunan : S

ampaknya ‘dalam rangka mengukuhkan ‘dan memperje]as kedudukan
pa:, ai yang umk 1tulah maka kemudlan tidak hanya penyederhanaan Jumiah
partai yang. dilakukan, tetapi juga diciptakan ’jarak,’ baik antara.partal dan:
masyarakat pedesaan {melalui konsep floating mass); maupun antara partai’

lg’I‘emang hal ini hhat Al Maermpo, Stmregz Polmk Masional {Jakarta CSIS 1974)

s apﬂ;tas pehtzk sebagat prasyarat pemhangunan ekonorm merupakan salah satu konsep
yang dikembangkan kaia.ngan teormst pcmbangunan imhnk Barat untuk menganalfs;s perubahan
di negara-negara sedang berkemb&ng Lihat, misalnya, Lucian W. Pye, ”Pengeman Pembangun--
an Po}mk ” dalam Juwono Sudarsono, _ed Pembuangunan Politik dan Perubahan Polmk







ketidakstabﬂan pohuk ‘seperti vang pernah dialami dalam: periode Demokrasi :

“Liberal} Dengan ‘demikian”pemerintahan’ oleh: ‘partai-maupun’ keikutsertaanf .
partai’ datam’ pemermtahan dianiggap’ sebaga: irnasal lalu yang burak®® vang

tidak periu terulang lagl Penciptaan 'jarak?’ iantara partai dan birokrasi’
tampaknya merupakam indikasi kecenderungan tersebut. Di samping itu keter-

'hbatan ‘pariai dalam biroicrasx akan mengganggu ‘dan’bahkan’ meughambat _
j uayanan bzrel*rasa, apaiagz dalamiera’ pe*nbangunan yang 'nenjadir_
e}'mtah se}ak awal. ' Diyakini bahwa tugas birokrasi sebagai pelaksam -
na kebijaksanaan ‘hanya dapat’ berjaian dengan lancar jika mereka’ dlgauhkan )
dan pahtik termasuk kerjasama mereka dengau part:—.u poimk LRI R

Imphkam dari kenyataan yang disebutkan di ‘atas ada}ah tertutupnya ke~
sémpatantbagi politisi’ varig'bérasal ‘'dari partai untuk -duduk atau mienempati’
posisi dalam birokrasi pemerintahan, terutama posisi sebagai menteri yang
merupakan:elit birokrasi: Sebab:itu tidak mengherankan jika selama Orde
Baru, kecuali HMS Mintaredja dan Frans:Seda,:hampir-tidak.adalagi tokoh
partai atau’ politisi ;partai yang memperoleh jabatan sebagai menteri dalam
kabinetzpembangunan: Menteri Agamia,;satu-satunya harapan terakhir hagi
PPP:-- karena:di-masa sebelumnya merupakan **jatah?’ partai Islam -- sejak
Kabinet Pembangunan 11:(1973-1978):-berturut-turut dipegang oleh tokoh non-
partai: Mukti Ali, Alamsjah Ratuprawiranegara, dan Munawir Sjadzali: Oleh:
karena itu satu-satunya jabatan publik yang masih terbuka untuk direbut poli-
tisi-partai- adalah: kedudukan di lembaga:legislatif. ‘Pembatasan-ini.agaknya
sangat disadari’ oleh. kalangan partai :sehingga perjuangan partai, atau per-
juangar ‘Kelompok- kelompox dalam: parzal, hanya terbatas paaa perebutan
kur51d1DPR25 : S R S -

Selam adanya pembatasan tersebut kaiangan partai jnga menghadap;
sekurang-knrangnya dua keﬂyataan lam . Pertama, posisi (baca: kursi) yang
dapat diraih kalangan partai di DPR sendiri semakin mengemi sementara
jumlah, perolehan kursi "’ fraksi pemermtah” (F-KP dan F-ABRI} malah sema-
kin menmgkat Jika dalam Pemliu 1977 penmbangan kekuatan antara fraksi
partai (F—PP dan F~PDI) dan ”fraks: pemermtah” itu 128 kursi (27, 83%) ber-
bandmg 332 kur51 72, 19%), maka daiam Pemilu, 1987 yang baru, Ealu perxm—;'

: 24Barangkah dalam konteks ini pula bisa ‘dipahami mengapa Golkar menolak disebut atay
menyebut diri sebagai “partai pelitik,” walaupun kaiangar{ o:r';)ol ini sendiri mengakui bahwa'
Golkar secara fungsional pada hakekatnya memang pariai politik, Sarwono Kusumaatmadja,
Sekjen :DPP-Golkar misalnya, mengatakan, -?Golkar ity tidak lebih sebagat nama dirl. 'Adalah
hak:Golkar untuk mempertahankan nama diri itw.” Wawancara, akhir-1987 di DPP Go!kar
(Slipi) Jakarta, : :
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' Konflik-konflik' dalam PPP yang menyangkut ”’perebutan” ‘Kursi Ketua
Koimisi VII DPR antara unsur NU dan MI (Muslimin Indonesia) pada tahtiny
198' Kasus DCS:PPP untuk Pemliu 1982 pada akhir1981 antara kedua unsiy
va sama, r§eTta- pertlkazan antara kelompok '], ‘Naro:dengan Soedardn
mengenal ‘perubahan pimpinan ‘F:PP di*DPR pada tahun 1984, sekurangQ
kurdngiiya: bisa ‘ditinjau‘dari ‘sisi: pandarig ‘ini.’ Begitu juga halnya’ konflik
dalamabuh PDIantara Samisi/Usep dan Isnaeni/Sunawar (1578), konflik-
menjeiang kengres maupun pert;kaxaﬂ antara. Kemas Fachrudm cs dan DPP._ _
(1987) hhat Lamp:ran e v | S b 77 ARy

ALIENASI POLITIK i '

Salah satuaspek menarik dari fusi partai 1973 adalah bahwa penggabung=
an:sembilan partai menjadi:dua partai “’baru’’.itu sebenarnya lebih didorong
oleh.faktorinar:dalam:haliini desakan pemerintah serta perubahan politik na-
sionalydaripada faktor vang berasal dari dalam masing-masing partai‘itu sens
diri. Kenyataan ini mengakibatkan rendahnya tingkat'integrasidi antara unsar”
atau eks partai vang ada. Dalam PPP, misalnya, meskipun keempat unsur
vang :berfusicke:dalamnya:merupakan eks partai-partai Islam, hal itu tidak
berarti \bahwa ‘persepsi. dgama: dan. pandangar politik: mereka juga sama/
Begitu juga halnya dengan PDL Di‘dalaim partai ini perbedaan-perbedaan itw
bahkan begitu-tajam, sehingga sejak awal kelima‘unsur yang bergabung sebe«i
namnya telah memendam benih-benih konflik. SR Ll

yang kurang menguntungkan ini sebenamya sangat dlsagan oieh_
kaianga parten sendxrl, sehmgga sebag;an dari mereka 1eb;h mem;hh bers:kap:
‘a 'omodatif” datam perilaku politiknya.?® Sebagian yang lain memang men-
coba bersﬂ{ap »radikal” dalam upaya mempertahankan kebanggaan h!storzsl
sebagai aktivis-pariai. Tetapi.seperti vang .dapat disaksikan, politisi vang
memilih pola perilaku semacam ini umumnya tersingkir atau disingkirkan-dari
panggung politik Orde Baru, Sebagian kasus konflik dalam tubuh PDI mau-
pun PPP. sebenamya bisa dutm}au dari segi ini, yaitu tarik-menarik serta ben-:
turan-antara kepemimpinan partai yang cenderung -akomodatifidi satu pzhak'-
dan'képeminmpinan’ yang cenderung ”radlkal” ch plhak kun

281 ihat Fachry Ali dan igbal Abdurraunf Saimina, "Mercsotnya Aliran dalam Partai Persa-
tuan Pembangunan,” dalam Frisnia, Mo 12 (Desember 1981): hal-24:43; 3ugaKaisiep{i Difema
Partai Demdkrasi Indonesia.” Mengenai sikap ini dalam ‘tubuh PDI, lhat pula bdarceliiarits
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Meskipun politisi akomodatif itu dapat bertahan dan bahkan cukup-kunat,
hal dtu tidak berarti mereka bisa. sesegera mungkin mengantisipasi-arah. dan
kecenderungan politik:nasional-vang tengah berlangsung. Hal ini dlsebabkan
oleh :sekurang- kurangnya tiga .hal. ‘Pertama, politisi partai memang. tadak
terlibat: dan ;dilibatkan dalam’proses penataan . kehidupan politik.. Walau
secara formal kehadiran . :partai .dan politisi partai diakui, mereka tidak men-
_]adi bagian dari hngkaran elit penentu®? dalam struktur politik. Ind:kas i,
dapat; dilihat misalnya: dalam rproses. -pembuatan undang-undang. (UU) pada
umusmnya dan UU mengenai bidang politik pada khususnya, 30+ . :

Kedua, adalah ketidakpastian arah pembangunan sistem kepartaian it
sendiri. Di satu pihak ruang gerak partai dibatasi, baik secara‘formal melalui
UU yang berlaku maupun secara informal melalui lembaga ’resiu,”
clearence, dan sejenisnya dalam seleksi kepemimpinan partal. Di pihak:lain,
partai diminia serta diimbau agar bisa lebih mandiri-dan berperan:lebih aktif
dalam pembangunan. Di samping ifu, secara formal partai diakui mempuanyai
kedudukan: yang sejajar ‘dengan Golongan- Karya, tetapi tidak. memperoieh
keleluasaan yang sama dalam merangkul bzrokram -

5 'Dilema -ini secara:konseptuai akan -bermuara pada pertanyaan sistem
kepartaian yang bagaimana yang hendak dibangun? Dari segi jumlah sistem’
yang -dianut -itu-tampaknya masih ‘bersifat mulfi-party, namun sistemn -itg
mengarah pada apa yang disebut *’sistem partai yang domman” d1 mana
Golkar tampil sebagai partai hegemonik.3! : i ' o

Ketiga, adalah rendahnya tingkat kepekaan elit partai itu sendiri terhadap
arah perubahan po]mk yang tengah terjadn Halinmi tampaknya bersumber dari
makin berkurangnya kalangan mtelektual dan pemikir yang memihh k: iri
sebagau pohtisx partal Kecenderungan xm merupakan sesuatu yang wa_;ar-

B Ik konsep Melit penentu ** lihat, ‘Suzanne Keller, Penguasa dan Xe!ompok Eht ‘ter-’
jemahan Zahara D.: Noer (Jakarta Rajawali; 1984), : : o BT

3°Konsep atau rancangan Ul vmumnya berasaf dari pemermtah yang sudah tentu merupakan
hasil kerja birokrasi. Partai memang diberi kesempatan memberi sumbangan pemikiran maupun’
amandemen di DPR, yaitu ketika RUU diajukan untuk dibahas. Tetapi pada umumnya tidak.ada:
_perubahan mendasar 11ka kemudian RUU itu disabkan menjadi UU, Baca, misalnya, Arbi Saut,
Perwakilan Politik di Indonesia (Jakarta: CV Rajawali, 1985),

. Mentang konsep kepartaian seperti ini, lihat Duverger, Partai-pariai Politik darn Keiompak—
kelompok Kepentingan, cetakan pertama, diterjemahkan oleh Dra. Laila Hasyim (Jakarta: Bina .
Aksara, 1981), hal. 40. Untuk diskusi menarik mengezzaa sitem ke;:artm:m Orde Baru, hhat E

Trormial Taabidon . 19w T Bt . ear . onh e
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wa}ar saja jika diperhatikan bahwa serangan-terhadap partai pada awal Orde
Baru: sebagian ‘bersumber. - dari '« kalangan intelektval, ~khususnya yang _
tergabung dalam Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI). % :

faktor yartg dxkamukakan dx atas menempatkan pDhtiSl partal pada
ergantung pada kekuatau Tuar (terutama pemermtah) sehmgga setlap
ik- yang tampll adalah dalam mngka memneroleh legmmam dan
pemilik kewenangan itu. Konflik yang. menyangkut 1syu ”modermsas; partal” :ﬁ '
Ridwan Saidi sehingga ia kemudian berseteru dengan J. Naro, dan pert:kalan
mengenai tanda gambar Ka’bah (1984) antara kelompok Soedardji/Syarifudin
Harahap/BT Achda dengan J. Naro vang merupakan pertikaian yang mema-
kan waktu cukup lama (hampir 7 bulan) dalam PPP, sekurang-kurangnya bisa
dipahami melalui kecenderungan di atas. Begitu juga perbedaan pendapat
‘_\enJelang Kongres II PDI (1981) antara Sunawar/Isnaem lawan ”Kelompok

i Dx?sampmg masalah kepemimpinan, sumber penting Iain dari konflik men-
jelang muktamar atau kongres tampaknya adalah updya masing-masing
kelompok vang bertikai untuk merebut simpati pemerintah dengan harapan
bahwa’ pemermtah akan memihak dan ‘memenangkan salah satu dari mereka.
Kecenderungan ini terlihat ‘dari penyebarluasan pemyataan masing-masing
piliak* yang bertikai ke media massa sebelum hal vang sama dikemukakan
dalam forum formal partai. Jika pemerintah tidak memihak salah sata dari
mereka, konflik dtu cenderung berlarut-larut dan menyita waktu yang lama.’
Beégitu'juga sebaliknya, Hal ini terlihat terutama dalam ‘kasus PDI. Ketika
pemerintah’ memilih'Soerjadi sebagai Ketua Umum DPP vang baru,?® per-
tikaian pun kelihatan berakhlr, mesklpun piilhan 1tn sebenamya sekedar
meredam konﬂik yang ada. - R -

Semua ini pada dasamya merupakan cermm keterasmgan partax dan polx—_
1151 partal Apa yang mengadl arah dan kecenderungan pemilik kewenangau
(baca pemermtah) itulah yang dicoba diterjemahkan dan diinterpretasi pihak-
pxhak yang berﬂkai, baik dalam PPPE"3 maupun PDI Misalnya, apakah

32Antara lain disuarakan oleh Adnan Buyung Nasutmn cian Mochtar Labls Lihat, Samsud-
dm et al , Seri Berzta, hal 5.

33K0ﬁgres 1i PDI gagal mermhh formatur untuk menyusun keyengurusan yang baru. Akhir-
. nya Scerjadi ditentukan oleh pemerintah menjadi formatur. Lihat, Tempo, 12 Aprii 1986.
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dalam#tujuan keagamaannya, dan cita-cita politik organisasi ini hanya dapat
dimengerti sebagai bagian dari cita-cita ‘agama. 3. Dalam konteks ini NU
mehhat bahwa apa yang: diperjuangkannya melalui RUU Pemilu, khususnya
mengenax dudukiya'wakil ‘orpol dalam Kelompok Panitia Pemungutan Suara _
(KPE?S ' merupakan masalah yang dzanggap prinszpﬁ B :

snuBerbeda’ dengan pandangaq di atas, knlompok MI melihat politik sebaga=
sesuatu ya.ng begitu-realistis, yang tidak berhubungan dengan ideologi, massa
matpun ‘ikatan keagamaan sebagai landasan periudngan, 38 ‘Barangkali pan-
dangan semacam ini lahir dari kenyataan bahwa MI memang tidak memiliki
basis kultural yang jelas, hal yang begitu berbeda dari NU. Bagi M, satu-
satunyé“‘sumber legitimasi adalah pemerintah, sehingga tidak mengherankan
pula:jika tingkah laku akomodatif (dalam PPP), pada umumnya lahir dari
kelompok ini, EIYS £

Dalam rangka dni: barangkah blsa dapahaml apa yang. dilakukan NU pada
saat.rapatgpleno pengesahan RUU Pemilu sebagaimana dikemukakan di atas:
Artinya, perilaku-itu bisa dipandang sebagai refleksi ideologi politik NU yang
meyakini. bahwa: Pemilu dapat ‘berlangsung dengan luber {langsung, umum;
bebas dan: 1ahasia) jika orpol ikut. dilibatkan, sekurang-kurangnya dalam
KPPS: Bahwa kemudian ideologi politik’ semacam itu kurang muncul atau
dimunculkan: dalam perilaku kelompok ini selanjutnya, tampaknya merupa-
kan indikasi nyata betapa kuatnya arus deideologisasi dalam proses penataan
politik- yang tengah dilangsungkan pemerintahan Orde Baru, Dalam konteks
ini hisa;dimengerti: mengapa pula NU setelah Pemilu 1982 berangsur-angsur
bersikap. akomodatif, suatu sikap yang beriolak belakang dengan perilaku or-
mas.ini sebeiu:nnya.?ig Di dalam perkembangan selanjutnya NU bahkan men-
jadi'salah satu crmas terbesar pertama yang menyatakandapat menerima Pan-
casila sebagai satu-satunya asas dalam Musyawarah Naswnal Alim Ulama NU
dl Situborado (Jawa szur) pada aklnr 1983 : :

Sebagal fus: dari ‘eks partai-partai yang begitu berbeda, PDI sebenarnya
memﬂlkl potensi konilik yang Ieb;h besar daiam hal ideologi politik. Namun

37Z::1.m:;e.lt;hsyan Dhof:er, Tradisi Pesantren: Studi tem‘ang Pandangan Hidup Kiyai (Jakarta:

35Perhatlkan pandangan Soedard}l dalam Tempo, 3 Okiober 1981 .‘mga, lihat, Syamsnddm
Hans, ”Konf‘hk NU MI dalam PPP,”’ hal. 84, :

) 39P‘en men ”rachkahsme” dalam pen!aku pohtlk NU retat!f muncul dalam dekade 1970-an
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perbe.d_aé_.n ‘cara-pandang mengenai hakekat kekuasaan dan pelaksanaannya,
dalam 'hal ini rekayasa politik oleh pemerintah Orde Baru, akan melahirkar
penlaku pohtlk yang udak bersesua:an yang pada gilzrannya bermua:a pada
suatu konfhk i - S

IN"’ENSITAS KONFLIK

Apaiyang menarlk dari uraian yang dskemukakan sebelumnya adalah
bahwa posisi partai yang kurang menguntungkan melahirkan ketergantungan \
kedua partai pada arah penataan politik yang tengah berlangsung. Di sisi lain
kenyataan ini selapjutnya mengakibatkan lemalinya posisi partai jika berha-
dapan dengan pemerintah. Ini berarti bahwa pola perilaku dan tindakan par=
taispurharus menyesuaikan diri dengan tuntutan *’budaya politik baru®” yang
mengacu pada* stabilitas “politik sebagai landasan perbaikan- kehidupan
ekonomi. Alfian meéngidentifikasi pola périlaku baru yang dikehendaki ‘itu
sebagai.’*rasional persuasif,”” sedangkan pola perilaku, yang kurang dlsukax
adaiah Yang bemfat emosnonal konfrontatif 42437 - s

Imphkam dari kehendak dan tuntutan tersebut adalah bahwa semangat
dan sikap yang cenderung radikal dalam tubuh partai harus digantikan oleh
sikap vang lebih akomodatif serta dapat menerima tuntutan baru itu. Dalam
konteks ini, konflik-konflik dalam tubuh PPP dan PDI pada hakekatnya
merupakan pergeseran tipologi kepemimpinan dalam tubuh kedua partai, dari
kepemimpinan dengan perilaku yang kurang disukai menjadi képemimpinan
partai- yang ‘dapat menyesuaikan diri-dengan tuntutan baru tersebut.* Di
dalam’hubungan ini pula barangkali bisa dipahami mengapa terlihat fenomern
adanya campur tangan pemerintah dalam konflik di tubuh PPP maupun PDI,
yaitu dalam rangka mengehm:mr lahsrnya kembah poia penlaku 1ama daiam
keh:dupan partax TR AR

2 -Oieh ‘karena‘itu ndak mengherankan pula-jika intensitas konflik di dalar
tubuh “kedua partai sangat tergantung kepada ada atau tidaknya campur
tangan pemerintah °di: dalamnya. Makin cepat dan besar tingkat campur
tangan itu maka kian cepat pula konflik dalam partai itu mereda, meskipun
ha! 1tu kemudian akan meiahlrkan bemh kOHﬂlk yang baru. Dalam kasus'

“3Pcr11aku emosionai konf) rontanf adalah peniaku yang cenderur:g mengarah kepada memper-
tentangkan aliran dan ideologl golongan serta mau benar sendiri. Lihat, Alfian, Pemikiran dan
Perubahan Politil, hal, 80.92







terbuka;;sementara :sistem kepariaian-yang dikembangkan pemerintah Orde
Baru:cenderung bersifattertutup.. Misalnya,:jika KHA Wachid Hasjim pada
: tahun 1952 bisa - mendirikan «Partai :NU setelah kecewa dan keluar: dari
Masyumz, lalu, apa yang bisa dilakukan KH Jusuf Hasjim dan Mahbub
Djunaidl setelah kecewa dan ”keluar” dan PPP‘?‘”

“iKedua, pemedaan tempat partm daiam taianan’ pohtm VARG berlaku _
Sepertx disebut: sebelumnya;: jika: di masailalu partai mémperoleh kesempatan
untuk berkuasa dengan merebut:posisi:dalam pemerintahan, maka kesempat- '
‘an; itu hamplr 4idak pérnah . diperoleh lagi oleh-partai pada masa kini. Im-~
plikasi iam..da.n‘faktor,lm adalak perubahan mendasar sosok-partai itu sendiriy
dari ”'penguasai” menjadi sekedar ’pemberi legitimasi;?’ sekurang~kurangnya
dalamearti 1kut mempertahankan sz‘az‘us quo kekuasaan sk e

Keztga, memudamya 1de0iog1 dan ahran pemikuan sebagai ba51s perjuang=
an;partai:di- masa Orde Barui-Upaya memperjuangkan‘ideologi dan aliran
pemikiran partai menjadi'ideologi dan aliran pemikiran alternatif merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari konflik partai masa sebelumnya vang kini
hampir tidak ditemukan lagi.

Ketiga faktor vang dikemukakan di atas pada gilirannya melahirkan
kecenderungan-kecenderungan dalam konflik partai periode yang dikaji ini.
Kecenderungan tersebut di antaranya adalah, pertame, konflik yang terjadi
cenderung bersumber pada kepentingan pribadi dan kelompok daripada
‘kepentingan partai ataupun kepentingan masyarakat yang dianggap
*diwakili’? oleh partai. Hampir.semua konflik PPP dan PDI selama sepuluh
tahun terakhir hanya berkisar di seputar masalah poswx/ jabatan, baik di lem-~
baga legislatif maupun di pucuk pimpinan partax Momentum konﬂ;k yang
hampir. selalu berkembang menjelang Pemilu ataupun menjelang muktamar/
kongres. merupakan indikasi kecenderungan ini,

'k'ed'u'a,; :;séi'aagai' =;.k<5hsékuéﬁsi -e::-kecénderungaﬁ- pertamé, r"i';an'zpi:r - gemua
~ konflik yang terjadi-sebenarnya menyangkut masalah yang tida_k prin’sipil,
yang tidak bersinggungan dengan p‘ersogle}'n-'persoalan yang bersifat mendasar

“Walaupun melalui Muktamar Situbondo (1984) NU telah memutuskan untuk kembali ke
“khittah 1926,"" yang berarti melepaskan diri dari kegiatan politik, sayap politisi NU seperti
Mahbub DJ ma;dj dan Jusuf Has_um sebeuamya masﬁa mgm orgauisasinya terhbat pehuk Kalan .

- o o . e aa
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seperti pemikiran-pemikiran alternatif ‘yang berkenaan dengan perscalanyang
dihadapi bangsa: Akibatnya, tidak mengherankan: jika di forum seperti- DPR,
fraksi ‘pemerintah: (F-KP dan F-ABRI) ‘kadangkala justru lebih *’vokal?’
daripada F-PP'dan F-PDL4 | ..o 0 0 i

Ketiga, konflik atau kericuhan itu pada umumnya tidak mempunyai pe-
nyelesaian yang bersifat: final.: Artinya sefiap kali konfiik it mereda,;-{m'aka
sisa-sisa pertikaian tadi merupakan benih yang kemudian melahirkan kf)ﬁ'_ﬂik
yang:baru. Hal ini tampaknya berkaitan dengan dominannya faktor pemerin-
tah dalam konflik sebagaimana disebut di muka. Di sisi lain, keterlibatan pe-

. merintah agaknya'tergantung pada sejauh mana ‘partai mampu lebih tampil
dengan Jow profile, dalam art mampu mengeliminir tumbuhnya ’radikal-
isme” dan “’perilaku politik lama” dalam tubuh partai. Dengan kata:lain,
konfHk agaknya masih akan tetap menjadi bagian dari kehidupan PPP dan
PDI: selama ‘Xedua ‘partai tidak bisa ‘mengantisipasi.-arah perubahan dan
kecenderungan’ politik nasional. Terutama setelah’ berlakunya asas tunggal
pola konflik' tampaknya akan bergeser dari pertikaian unsur dan kelompok
menjadi-perselisihan yang bersifat pribadi. ; '

Lampiran |

PETA KONFLIK PPP
Pihakyang  MateriKonflik ~ Sumber dan o
Berkonflik =~ _ ' Sifat Konflik
1. Penolakan NU ikut NU - NU menganggap Pemilutidak - Ideologi po]i_tik
Sotmhensahkan UU - 0 yg o ‘akan LUBER jika orpol tidak - Semi prinsipiil
:Pemilu (1980) - - . Non-NU - . dilibatkan dalam kepanitiaan, SERRT

. _s_ekurang-kurgngnya sebagai
pengawas dalam KPPS
- MI dan dua unsur lainnya
(51 dan Perti} dapat menerima
‘RUU Pemilu yang akan disah-
cokanim . :
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Lampiran 1 flanjutan)
R Pihak yang Materi Konflik Sumber dan
No. Kams Berkoaflik R Sifat Konflik-
2. Pernyataan Kepri- idem

hatinan’ 50 orang
tokoh masyarakat
yang disampaikan -
ke DPR (Petisi 50)
(1980)

3.  "Perebutan’’ kursi .
Ketua Komisi VII
DPR (1580)

4. Pengajuan DCS
PPP untuk Pemilu
£982 (1581/1982)

5. 'Sikap NU yang
mematut J. Naro
agar menegakkan
prinsip-prinsip

.. musyawarah dalam -
arnins f 1003y

WU - MI .. - Rachmat Muljomiseno dan

. Nuddin Lubis (NU) mendu-

. . kung dan dapat memahami’
pernyataan 50 orang tokoh

... mengenai keprihatinan mereka

dengan pidato tanpa teks

Presiden Soeharto di Risu dan

. Cijantung (Jakarta) tentang
tugas ABRI yang maha pen-
fing pada masa Orde Baru
- Pihak MI yang disnarakan
" -~ Soedardji mengecam pernya-
taan ity 2 EHW
NU - MI - NU dan MI masing-masing
..ingin menempati kursi Ketua
. Komisi VII. Sebelumnya
(1979) M1 minta kursi Ketua
Komisi VI dan bersedia me-
lepas kursi Ketua Komisi

VII dan Wakil Ketua Komisi

“APBN yang dipegangnya.’
Permintaan ini dikabulkan

dan disepakati *’dikembalikan’’

“setahun berikutnya

- Tahun 1980 NU menuntut kursi
dikembalikan tetapi ditolak M1

“NU - M!' - Keiua Unum PPP J. Naro

tahuan anggota DP lainnya,
terutama kalangan NU

© - NU menclak DCS terutama
- perimbangan kursi di dalam-

‘nya. NU protes ke LPU tetapi

 ditolak

: Idham - J. Naro melakukan perubah-

Chalid/  an susunan DPP tanpa se
Saifudin ~ pengetahuan Presiden Parta

Zuhri/Imam Idham Chalid dan Anggota
Sofwan

DPP lainava

.

-mengaj_ukan DCS PPP untuk
‘Pemilu 1982 tanpa sepenge-

- Kelangkaan po-
sist dan sumber
- Tidak prinsipiil

- Kelangkaan po-

" slsi & sumber

- Tidak prinsipiil

- Kelangkaan po-
sisi dan sumber
- Tidak prinsipii}
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T o FORE T Pihak van; o s Sumber dan -
K ‘Berkonflk e Sifat Konflik
- dari daftar
= Soedardji membuat dafiar lain
- tetapi Tditolak’ oleh Mendagri
12, Surat DPW Sumut i : Sdé_da_{r"dji Fo Sdedardji berkesimpulan idem
ke F-PP mengin- 7 Tvs 7 bahwa Mardinsyah juga tentu
formasikan bahwa . :Mardinsyah/;. .'berbau PKI.” Oleh karena
mertua Mardinsyzh -3 Maro....-itu selaku Ketua F-PP
i+ (Sekijen DPP PPP) crt e Boedardji kemudian merecall -
i:2'berbaw PKI” - w7 oo Mardinsyah dard keanggotaan

..-DPR

Sumber: Data konfiik 1980-1982 diambil dari Fachry Ali dan Igbal Abdurrauf Saimima, "Me-
rosotnya Aliran’’ -serta .Syamsuddin Haris, "Konflik NU-MI dalam PPP.” Data
konflik 1983-1985 diambil dari Juanda, ""Konflik dalam PPP 1984-1985,”* Skripsi Sar-
jana FIP-UNAS, 1986. Data. 1986 diambil dari Tempe, 30 Agustus 1986, 4 dan 11

Oktober 1986.

Lampiran 11

....PETA KONFLIK PDI
No.  Kasus Pikak yang Materi Konflik Sumber dan
Berkonflik Sifat Konflik |
1. Pem j;iésmgasa_n Is'_nééh:i/_Si:'x:}aw_é:r -_}snaeﬁi@_unawar tidak - Kelangkaan
‘Mh. Tsnaeni dan v menghendaki Kongres 1 posisi dan
Sunawar Sukowati . Sanusi Hardjadi-  diadakan terialu cepat sumber
dari Ketua Umum _ ) nata_/_!_}sep Rana- r'rieugingat baru saja fusi - Tidak prin-
dan Kewea DPP PDI~ ~ 'wi_c_ij_aj_a - Isnaeni/Sunawar tidak sipiil

{1575) o hadir dalam rapat DPP
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Lampiran H flanjutan)

Pihak vang . R -+ Sumber dan . .
No. NGy Materi Konflik Sifat Konﬁzk :
2. Kongres 1 (1976) Sanusi/Usep - - Saling mempengaruhi pihak idem
SRR i <4 DPD-DPD menjelang
* Isnaeni/Sunawar =" kongres
-, Dualisme kepemimpinan
- akibat konflik sebelumnya \;

3. Pengisian kursi "~ ““Ahmad Sukarma- - Perdebatan di sekitar pen- ¢ “Kelangkaan
Wakil Ketua DPR/  widjaja/Muhidin - calonan presiden “% “postsi dan
MPR jatah F-PDI~ "+ Nasution‘'cs - Terpilihnya Isnaeni jadi * ‘sumber#Alie-
(1977 ; Do Ty Wakil Ketua DPR/MPR  “masi politik

Sarmusi/Usep 'melalui dukungan F-KP - Tidak prin-
(IPKI/Murba vs dan F-ABRI sipiil
PNI yang didukung - Ahmad cs kemudian me-
Parkindo dan rombak DPP. Sanusi/Usep
fohedic KatholK) ¢ cdigantikan oleh Isnaeni/
CTUANET LT Sunawat masing-masing
sebagai Ketua umuri dan
Kétua: ) ' )

4. Komposisi barn Sanusi Hardjadi- - Isnaeni/Sunawar dibebas- - Kelangkaan
DPP setelah konflik nata tugaskan dari DPP karena  posisi dan
“diselesaikan’ oleh Vs dianggap meresahkan PDI sumber
BAKIN (1978) Isnaeni/Sunawar - Selaku "mandataris PNI"* - Tidak prin-

Ismaeni/Sunawar membalas sipiil
memecat’’ Sanusi sebagai
Ketua Umum DPP

5. Pembebastugasan Hardjantho Sumo- - Buntut konflik sebelumnya idem
Usep oleh Hardjan- disastro {Usep dianggap oleh Har- )
tho Sumodisastro vs diantho ¢s memperuncing

dan Sabam Sirait Usep Ranawidjaja konflik dalam tubuh PDh
(Ketua dan Sekjen)
darij jabatan Ketua

DEP (1978)
6. Pra-Kongres II Isnaeni/Sunawar - ”Keléiﬁpok Empat” mem- - Alienasi poli-
(1981 vs pertanyakan keabsahan tik/Kelangka-

YKelompok Em-  kongres karena utusan ~an posisi dan
"pat” (Usep, Abdul  tidak dipilih melalui Kon- sumber
Ma&jici, Ny._'D_; p;erer_xsi‘_'Cab_aﬂg, sedang . '_Tid_ak prin-
Walandouw, Zaka- Isnaeni/Sunawar berpen- ~ sipiil
. ria Raib) dirian bahwa kongres o
B sudah saatnyz untuk
menonranal Fanflit DTy
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Lampiran I flanjutan}

No. Kasus _ Pihak vang nateri Konfiik Sumber dan
sy : --. Berkonflik Sifat Konflik

Wonates 11 :DPP. hasil kongrés = Kelompok Empat'? fiie- 7 < Kelangkaan
Recalling asas {(Ketva Umum: ~ nentang hasil Kongres H posisi dan
”Kelompok Empat” Sanusi Hardjadi-  dar mempertanyakan ke- sumber

L1981y (17 mata wenangan DPP merecall - Tidak prin-

¥s mereka dari DPR sipii]
Kelompok Empat”

8. Pernyaiasn Ketua Hardjantho - Pernyataan Sunawar bahwa - Alienasi poli-
Umum DPP Sunawar A Indonesia meruzpakan tik/Kelangka-
bahwa Indonesia Sunawar “negara sekuler’” diten- an posisi dan
Ynegara sckuler”’ {7 tang/diprotes keras oleh sumber
{1984y . Hardjantho karena diang- - Tidak prin-

gap bertentangan dengan sipiil
prinsip vang dianut dalam
LILD 1945

Hardjantho ingin “'meng-
geser’” Sunawar menjelang
‘Kongres IH |

.3, Kongres I11 (1986) . .. .. Sumawar cs . Sunawar {Keiua Umum} - Kelangkaan
e N '_'vs ,_memhendakl kongres se- ' 'posws dan
" “Hdrdjantho o5 _":telah Pemilit sememtara simiber
S FERE N U Hardjantho mengmgmkan: - Tidak prin-
" kongres:sebelum Pemilu - < sipiil e
10, Permintaan DPP ~ Soerjadt/Nmo - Keras ¢s masih ingin 7 idem
L PPi aear Kemas : Daryanto S ignduk sébagar anggota iR T T
“*Fachrudint; JC Pala- 121500 iygd 5490 "DPR Karens mereka ‘terpilik:
oensuka damsAchmad (o Kemas.cs. .o di daergh:pemilihan
Subagio mematuhi masing-masing, sementara
SK DPP No. 059/ DPP menganggap walau

i ‘i986'tentang masa ;i sterpilib lagi-harus tunduk .

pada SK DPE tersebut 1,

. ; _penocie bag: anggota._ -
o 'PDI dt DPR 1987) " '

... - Jdeologi politik
= Semi prin- .- .

II_.__.Ksnsep N1co Dare. ... . Nico/Scerjadi. . - 1
. yanto (Ketua F~PDI) ,' .

: mengenal pendldskan _ . ”Keiompok 17~E’ﬂ" } ;_yang meng : ndaki o "fs'ijaiil_
"agamadisekolah 7 7 “penghapusan pelajaran’ Coen
formal :(19§7{;9_8:§}_ v . .-agama di sekolah-sekolah

forrna[ karena akan mem—
) _'hahayaican persatuan dan
N _kesatuan nasxon_






